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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung
Borolong Rt 003 Rw 001 Desa Cilampunghilir
Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.,
dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Tatang
Rustandi, S.H, Undang Sarif Hidayat, S.H, dan Zaki
Irfani, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di JI.
Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari
Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari
2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor
838/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 09 Februari 2022,
sebagai Penggugat;

MELAWAN

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Tani, tempat tinggal di Kampung Borolong Rt 003 Rw
001 Desa Cilampunghilir Kecamatan Padakembang
Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka

sidang;

Hal. 1 dari 13 hal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah
Nomor 695/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 09 Februari 2022, telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2010 dihadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang
Kabupaten Tasikmalaya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
342/07/X/2010, tertanggal 06 Oktober 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan bertempat tinggal di
rumah orangtua Penggugat dan sudah berumah tangga selama kurang
lebih 11 tahun, yang hingga saat ini Telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 sudah mulai goyah terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2021
yang akibatnya Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan
memilih tinggal dirumah orang tua Tergugat yang masih satu alamat
dengan Penggugat, atau sudah 4 bulan antara penggugat dan tergugat
telah pisah tempat tinggal, Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri ;

4. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab
masalah nafkah wajib kepada Penggugat selain itu Tergugat sering berbuat
kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan
tersebut ;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah
tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat maupun
kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan tersebut diatas,

Hal. 2 dari 13 hal.
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan
Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang
berkepanjangan ;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan
dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar atau alasan
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun
dalam suatu ikatan perkawinan ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan
hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Thalak satu bain sugro Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi
Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat
tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan
yang sah menurut hukum ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan

Penggugat, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena Tergugat tidak datang dalam sidang, maka jawabannya
terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;
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Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis berupa:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/07/X/2010, tanggal 06 Oktober
2010 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya , telah bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;
Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya,
yaitu :
1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat
tinggal di Kampung Borolong Rt.03 Rw.01 Desa Cilampung hilir,kecamatan
Padakembang KabupatenTasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut:
= Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan
Tergugat ;

= Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;

= Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat rukun dan harmonis di Kp. Borolong RT.003 RW.001 Desa
Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya;,
akan tetapi sejak bulan Februari 2021 rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

= Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat
memberikan nafkah yang layak pada Penggugat dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
tersebut Penggugat berusaha sendiri ; ;

= Bahwa saksi melihat sejak Oktober 2021 (4 bulan ) yang lalu antara
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah
berkumpul kembali;

= Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

= Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 4 dari 13 hal.
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Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat
membenarkannya;

2. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustad guru ngajiu, tempat
tinggal di Kampungboregah Rt.002 Rw.09 Desa Cilampunghilirkecamatan
Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut:
= Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
= Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

yang sampai sekarang belum pernah bercerai ;
= Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2021
rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
= Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak
dapat memenuhi kewajibannya dalam meberikan nafkah pada
Penggugat, karena Tergugat tidak punya penghasilan yang tetap dan
malas bekerja ;;
= Bahwa saksi melihat sejak Oktober 2021 (4 bulan) yang lalu Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul
kembali;
= Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat ;
Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dalam
sidang ini dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula ingin bercerai

dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam
berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis cukup
menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini ;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada
pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan
kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara
kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah
hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut

haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat
adalah pada tanggal 06 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, setelah pernikahan
tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di Kp. Borolong RT.003
RW.001 Desa Cilampung Hilir Kecamatan Padakembang Kabupaten
Tasikmalaya;. Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup
rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 2 orang anak, kurang lebih sejak
bulan Februari 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Faktor
ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib
kepada Penggugat selain itu Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat
sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut; yang akibatnya antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang
berjalan selama 4 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan, baik lahir
maupun batin dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

menjalankan kewajibannya sebagamana suami isteri. Dengan kejadian

Hal. 6 dari 13 hal.
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tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai

suami istri sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara
Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa
fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah
memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P memiliki
nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh
karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P
tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri

yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya
tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga
Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh
karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat
dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat
dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, sesuai dengan
ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan
tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti

agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya
dalam sidang, yaitu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat
Penggugat ;

Hal. 7 dari 13 hal.
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Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwva hukum yang terjadi
dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh
keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat
tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat
ke sidang, ternyata kedua saksi tersebut kenal dengan Tergugat dan
mengetahui tentang kondisi rumah tangganya, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak

ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi dalam sidang,
menerangkan mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara
Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran,
pengetahuan saksi tentang perseilisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan
pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan kedua orang saksi
tersebut melihat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan
tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali
dan kedua orang saksi menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan
kembali Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi melihat dan mendengar
sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan
sulit untuk dirukunkan kembali Dengan demikian kedua orang saksi tersebut
telah memenuhi ketentuan formal syarat-syarat sebagai saksi sesuai ketentuan
Pasal 145 HIR, dan telah memenuhi ketentuan materil kesaksian sesuai
ketentuan Pasal 172 HIR. Hal mana kedua orang saksi tersebut menyampaikan
keterangan yang saling bersesuaian, saling melengkapi dan saling mendukung.
Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan

dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan
Penggugat dalam gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan
kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga

antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi
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karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
dan telah sulit untuk dirukunkan lagi yang berakibat rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah pecah yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan. Kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014
angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum,

sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa tujuan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana
dikehendaki oleh firman Allah Subhananu wa Ta’ala dalam Al-Quran Surat
Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan apabila Penggugat dengan
Tergugat tetap terikat dalam ikatan perkawinannya, akan menimbulkan
kemadaratan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi
Penggugat, dengan demikian perceraian dalam ikatan perkawinan Penggugat
dengan Tergugat merupakan langkah prepentif untuk mencegah terjadinya
kemadaratan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam
kitab Al-Muhadzab juz Il halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :
alb ol e 3Ll o 3 o 3l 4y pae a2sll3 [

Artinya: “Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya,

maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan

secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan

Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
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Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba’in shugra dari Tergugat terhadap

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat termasuk bidang perkawinan
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat

dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syari dan pasal-pasal dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir ;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap
Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatunkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rojam 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.
Usman Parid, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sanusi, M.H. dan Drs. H.
Darul Palah masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para
Hakim Anggota dan Drs. Oleh, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
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Drs. Usman Parid, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Sanusi, M.H. Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

Drs. Oleh, M.H.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi © Rp. 10.000,00
6. Biaya materai - Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.
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Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. H. Sanusi, M.H. Drs. H. Darul Palah

Panitera Pengganti

ttd
Drs. Oleh, M.H.
Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi . Rp. 10.000,00
6. Biaya materai . Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Dra. Enok Sofa, SH
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